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BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA 
 NOMOR 29 TAHUN 2024 

TENTANG   

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) 
dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka 
pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Satuan Regional, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 

Anggaran 2024;  

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa 
ketentuan  yang mengatur satuan biaya uang harian 

perjalanan dinas dalam daerah  maka Peraturan Bupati 
Nomor 52 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 
Anggaran 2024 perlu diubah untuk disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor  

52 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 
Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 2907);  

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6697); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung  Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021        

Nomor 63); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; 
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Diundangkan di Sentani 

pada tanggal 17 April 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
        ttd. 

HANA S. HIKOYABI 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020            
Nomor 1781); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); 

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura       
Tahun 2016 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS  PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 

2023 TENTANG STANDAR BIAYA  UMUM  DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN            
ANGGARAN 2024. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang 

Standar Biaya Umum  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 52) 
diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura. 

 

Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 16 April 2024 

Pj. BUPATI JAYAPURA, 
ttd. 

          TRIWARNO PURNOMO 

 
 
 

 BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 29 

                     salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
                     THIMOTIUS TAIME, SH 
                                 PENATA 
                 NIP 19840612 201004 1 003 


